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RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari 
visi, misi, dan program Bupati/Wakil Bupati Tegal  yang memuat tujuan, sasaran, 
strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah dengan 
kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang 
disusun dengan berpedoman pada RPJMN Tahun 2015-2019. 
Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui pengaturan RPJMD 
Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024; (2) Untuk mengkaji implikasi Perpres Nomor 
18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024 terhadap RPJMD 
Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. 
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari    bahan-bahan 
hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Metode analisis data yang 
digunakan adalah kualitatif dengan alur berpikir induktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) RPJMN Tahun 2020-2025 telah 
ditetapkan dengan Perpres Nomor 18 Tahun 2019 sebagai tahap lebih lanjut dari 
RPJMN Tahun 2015-2019, yang mana terdapat perbedaan arah kebijakan dan 
penambahan fokus pembangunan; (2) Oleh karena itu sesuai prinsip Lex Superior 
Derogat Lege Infiori  dan Lex Posterior Derogat Lege Priori, maka RPJMD 
Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Perda Kabupaten Tegal 
Nomor 3 Tahun 2019 perlu melakukan sinkronisasi terhadap RPJMN Tahun 2020-
2025 yang ditetapkan dengan Perpres Nomor 18 Tahun 2019. 
Berdasarkan hasil penelitian, secara teoritis diharapkan dapat memberikan 
wawasan terhadap pembaca mengenai implikasi atas berlakunya Perpres Nomor 18 
Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024 yang menggantikan Perpres 
Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJM Nasional Tahun 2015-2019 terhadap Perda 
Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 
2019-2024, dan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah dalam upaya melakukan sinkronisasi 
Perda RPJMD terhadap RPJMN. 
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RPJMD Tegal District Year 2019-2024 is a description of the vision, 
mission, and program of the Regent/Vice Regent of Tegal which contains the 
objectives, objectives, strategies, policy direction, regional development and 
regional finance with an indicative funding framework for a period of 5 (five) years 
that is prepared guided by the RPJMN Year 2015-2019. 
This study aims to: (1) To find out the arrangement of RPJMD Tegal 
Regency in 2019-2024; (2) To review the implications of Presidential Regulation 
No. 18 of 2020 concerning National RPJM Year 2020-2024 on Tegal  District 
RPJMD year 2019-2024. 
This research is a library research. The approach used in this study is 
normative approach. This study uses secondary data sourced from primary legal 
materials and secondary legal materials. The data analysis method used is 
qualitative with inductive thinking flow. 
The results showed that: (1) RPJMN Year 2020-2025 has been determined 
by Presidential Regulation No. 18 of 2019 as a further stage of RPJMN Year 2015-
2019, where there are differences in policy direction and the addition of 
development focus; (2) Therefore in accordance with the principles of  Lex Superior 
Derogat Lege Infiori and Lex Posterior Derogat Lege Priori,the RPJMD of Tegal 
Regency in 2019-2024 stipulated by Tegal District Regulation No. 3 of 2019 shall 
be synchronized to the RPJMN Year 2020-2025 stipulated by Presidential 
Regulation No. 18 of 2019. 
Based on the results of the study,theoretical ecara is expected to provide 
insight to readers about the implications for the enactment of Presidential 
Regulation No. 18 of 2020 on National RPJM Year 2020-2024 which replaces 
Presidential Regulation No. 2 of 2015 on National RPJM Year 2015-2019 against 
Tegal District Regulation No. 3 of 2019 on RPJMD Tegal Year 2019-2024, and 
practically, the results of this study are expected to contribute thought for the local 
government in an effort to synchronize the RPJMD Regulation against RPJMN. 
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A. Latar Belakang  
Proklamasi kemerdekaan telah mengantarkan bangsa Indonesia 
menuju cita-cita berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, 
berdaulat, adil, dan makmur dalam sebuah negara. Negara merupakan 
suatu organisasi masyarakat atau perkelompokan dengan dilengkapi 
suatu kekuasaan yang berdaulat untuk mengatur kemasyarakatan 
tersebut.1 Sarjana filsafat hukum terkemuka, HLA Hart, menyatakan 
bahwa negara memuat 2 (dua) unsur. Pertama, terdapatnya suatu 
penduduk yang mendiami suatu wilayah; Kedua adanya pemerintahan  
yang diatur oleh suatu sistem hukum yang di dalamnya terdapat lembaga 
legislatif, pengadilan dan aturan-aturan dasar.2 Kata pemerintahan 
secara etimologi berasal dari kata pemerintah. Kata pemerintah berasal 
dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan suatu pekerjaan. 
Dalam bahasa Inggris disebut government yang diterjemahkan sebagai 
pemerintah atau pemerintahan. Sementara itu Samuel Edward Finer 
mengartikan government sebagai public servant, yakni pelayanan.3  
                                                             
1 Sugianto, Ilmu Negara: Sebuah Kajian Dalam Perpektif Teori Kenegaraan di 
Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2013, 
hlm. 9 
2 Adolf, Huala, Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional (Cetakan ke 5), 
Bandung: CV Keni Media, 2015, hlm. 2 
3 Suharizal, dan Muslim Chaniago, Hukum Pemerintah Daerah: Setelah Perubahan 




Konsep negara hukum kesejahteraan (welfare state theory) 
menyebutkan bahwa negara mempunyai kewajiban dan menjamin 
terciptanya kesejahteraan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, 
baik yang menyangkut kepentingan ekonomi, sosial, budaya, hukum, 
pendidikan, maupun dalam kepentingan politik.4 Hal ini sejalan dengan 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 khususnya alinea IV yang menyebutkan: “…pemerintahan negara 
Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia…”. 
Tugas pokok bangsa selanjutnya adalah menyempurnakan dan 
menjaga kemerdekaan itu serta mengisinya dengan pembangunan yang 
berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan 
berkesinambungan yang disusun dalam suatu perencanaan 
pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan nasional secara utuh 
dan menyeluruh telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang 
diundangkan pada tanggal 5 Oktober 2004 dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Dalam Undang-Undang 
tersebut ditegaskan bahwa “Sistem Perencanaan Pembangunan 
                                                             
4 Kurniawan, Luthfi J dan Mustafa Lutfi, Hukum dan Kebijakan Publik: Perihal 
Negara, Masyarakat Sipil, dan Kearifan Lokal dalam Perspektif Politik Kesejahteraan, 




Nasional” adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan 
untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka 
panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh 
penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah”.5 
Selanjutnya pada pasal 3 ayat (2) Undang-Undang tersebut disebutkan 
bahwa “Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan 
pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga 
dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya”. 
Sesuai Undang-Undang tersebut di atas, perencanaan 
pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah dilakukan antara 
lain  dengan pendekatan atas-bawah. Pendekatan atas-bawah merupakan 
hasil Perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan 
yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, 
daerah provinsi, hingga nasional.  Proses perencanaan secara berjangka 
dan terdokumentasikan. Dokumentasi perencanaan tersebut meliputi:  
(i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), untuk 
periode 20 tahunan; (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD), untuk periode 5 tahunan dan (iii) Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD), untuk periode 1 tahunan.6 
                                                             
5 Thohir, M. Syahri, Hukum Pembangunan (Reformasi Perencanaan Pembangunan 
Nasional serta Kebijakan dan Pelayanan Publik), Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Grup 
Penerbitan CV Budi Utama), 2013, hlm. 10  
6 Rahayu, Ani Sri, Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum, dan 




Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 263 ayat (2) disebutkan 
bahwa “RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, 
dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua 
puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan 
rencana tata ruang wilayah”. 
Kemudian dalam pasal 263 ayat (3) Undang-Undang tersebut 
disebutkan bahwa “RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan 
program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah 
kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan, serta program Perangkat 
Daerah  dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka 
pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang 
disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN”. Jadi RPJMD 
harus disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. 
Terkait implementasi ketentuan sebagaimana tersebut dalam 
Undang-Undang di atas, maka saat ini di Kabupaten Tegal telah 
ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 5 Juli 2019 Peraturan Daerah 
Kabupaten Tegal Nomor  3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-
2024. Hal ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan, 
bahwa  RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024 disusun dengan 
berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJPD yang menjadi pedoman 




Perda Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 
2005-2025 yang diundangkan pada tanggal 13 April 2009. Sedangkan 
RPJMN yang menjadi pedoman penyusunan  RPJMD Kabupaten Tegal 
2019-2024 adalah RPJMN Tahun 2015-2019 yang ditetapkan dalam 
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.  
Perda tentang RPJPD dan RPJMD memiliki peranan yang sangat 
krusial meliputi:  
Pertama, Perda menentukan arah pembangunan dan pemerintahan 
di daerah. Sebagai kebijakan tertinggi di daerah, Perda harus 
menjadi acuan seluruh kebijakan publik yang dibuat termasuk di 
dalamnya sebagai acuan daerah dalam menyusun program 
pembangunan daerah.  
Kedua, Perda sebagai dasar perumusan kebijakan publik di daerah. 
Agar Perda tentang arah pembangunan dan penyelenggaraan 
Pemerintahan daerah dapat dioperasionalkan, diperlukan ketentuan 
atau peraturan tentang pelaksanaan pemerintahan daerah.  
Ketiga, Perda sebagai kontrak sosial di daerah. Kontrak sosial 
merupakan ikatan kontrak antara pejabat publik dengan masyarakat 
sebagai pemangku kepentingan (stakeholders).  
Keempat, Perda sebagai pendukung pembentukan perangkat daerah 
dan susunan organisasi Perangkat Daerah.7 
Permasalahan timbul ketika kurang lebih 6 (enam) bulan sejak 
implementasi Perda Kabupaten Tegal Nomor  3 Tahun 2019 tentang 
RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, ditetapkan RPJMN Tahun 
2020-2024 (pengganti RPJMN Tahun 2015-2019 yang telah habis masa 
berlakunya) yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 
                                                             
7 Dayanto, Asma Karim, Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teoritik dan 
Pedoman Pembentukannya, Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Group Penerbitan CV Budi 




Tahun 2020 tanggal 17 Januari 2020. Dengan ditetapkannya RPJMN 
baru ini, maka terdapat potensi ketidaksesuaian atau ketidakselarasan 
antara RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 terhadap RPJMN 
Tahun 2020-2024. Potensi ketidaksesuaian tersebut disebabkan RPJMD 
Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 dalam penyusunannya masih 
mengacu pada RPJMN  Tahun 2015-2019 yang muatannya berbeda 
dengan RPJMN Tahun 2020-2024.  
Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat 
beberapa prinsip yang harus dipedomani. Dalam hal ini terdapat prinsip 
Lex Superior Derogat Lege Inferiori, yang berarti peraturan yang lebih 
rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. 
Disamping itu terdapat pula prinsip Lex Posterior Derogat Lege Priori 
yang berarti peraturan yang baru mengenyampingkan peraturan yang 
lama.8 Oleh karena itu sudah seharusnya RPJMD Kabupaten Tegal 
Tahun 2019-2024 mempedomani peraturan yang lebih tinggi dan yang 
lebih baru yaitu RPJMN Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan 
Perpres Nomor 18 Tahun 2020.  
Lebih lanjut menurut Soerjono Soekanto, salah satu faktor 
efektivitas peraturan tersebut, yaitu kaidah hukum atau peraturan itu 
sendiri. Hal ini berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 
sebagai berikut:  
                                                             
8 Asmarudin, Imam, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Daerah, 




a) apakah peraturan yang ada mengenai bidang tertentu sudah 
cukup?; 
b) apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang tertentu 
cukup sinkron? (apakah secara hierarkis tidak ada 
pertentangan?, apakah secara horizontal tidak ada 
pertentangan?);  
c) apakah secara kuantitatif dan kualitatif peraturan-peraturan yang 
mengatur bidang-bidang tertentu sudah cukup?; dan  
d) apakah penerbitan peraturan tertentu sudah sesuai dengan 
persyaratan yuridis yang telah ada?9 
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan sebagaimana 
diuraikan di atas, maka penulis memandang perlu untuk melakukan 
penelitian, yang mana tujuan penelitian hukum ini untuk memberikan 
preskripsi mengenai apa yang seyogianya dilakukan10, dengan 
penelitian berjudul “Sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Terhadap Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (Studi di Kabupaten Tegal)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang sebagaimana uraian di atas, maka 
penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah pengaturan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-
2024? 
                                                             
9 Dayanto, Asma Karim, Peraturan Daerah Respomsif: Fondasi Teoritik dan 
Pedoman Pembentukannya, Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Group Penerbitan CV Budi 
Utama), 2015, hlm. 88 
10 Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum (Edisi Revisi: Cetakan ke 13), Jakarta: 




2. Bagaimanakah sinkronisasi RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-
2024 terhadap Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 
Tahun 2020-2024? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, 
maka tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pengaturan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 
2019-2024; 
2. Untuk mengkaji implikasi Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
RPJMN Tahun 2020-2024 terhadap RPJMD Kabupaten Tegal 
Tahun 2019-2024. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penulis berharap 
penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan wawasan terhadap 
pembaca mengenai implikasi atas berlakunya Perpres Nomor 18 
Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 (yang menggantikan 
Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019) 
terhadap Perda Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang 




2. Manfaat Praktis 
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah dalam upaya 
melakukan sinkronisasi Perda RPJMD terhadap RPJMN. 
 
E. Tinjauan Pustaka 
Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh para 
peneliti lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan 
penulis antara lain:  
1. Penelitian dengan judul “Dampak Perbedaan Siklus RPJMD dan 
RPJMN pada Perencanaan dan Kinerja Pembangunan Daerah 
Provinsi Gorontalo” yang disusun oleh Prof. Dr. Ir. Mahludin H. 
Baruwadi, MP, Dr. Sukarman Kamuli, MSi, dan Fitri Hadi Yulia 
Akib, SE, ME dari Lembaga Penelitian Universitas Negeri 
Gorontalo (2012) melaporkan bahwa siklus perencanaan 
pembangunan sering tidak bersamaan antara pemerintah daerah dan 
pusat. Keadaan ini terjadi pada banyak daerah baik provinsi, maupun 
kabupaten/kota. Hal ini berlaku juga di Provinsi Gorontalo dimana 
siklus RPJMD berbeda dengan siklus RPJMN. Penelitian ini antara 
lain bertujuan  mengkaji relevansi RPJMD Provinsi Gorontalo siklus 
2007-2012 dan 2012-1017 dengan RPJMN 2010-2014. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa RPJMD Provinsi Gorontalo 




pembangunan sebagaimana yang dijabarkan dalam RPJMN 2010-
2014, meskipun demikian implementasi prioritas nasional 
terjabarkan dalam agenda utama, program kerja SKPD dan program 
kerja lintas SKPD, sedangkan RPJMD Provinsi Gorontalo 2012-
2017 memiliki relevansi yang lebih nyata dengan RPJMN, dimana 
prioritas program nasional terjabarkan dalam tujuan pembangunan 
lima tahun ke depan.  
Penelitian tersebut menunjukkan bahwa, ketika siklus perencanaan 
pembangunan tidak bersamaan antara pemerintah daerah dan pusat, 
maka sinkronisasi RPJMD terhadap RPJMN berpotensi tidak 
terwujud. Hal ini tentu saja daerah sebagai bagian dari NKRI tidak 
boleh terjadi. Oleh karena itu, berdasarkan mempertimbangkan 
pengalaman daerah lain sebagaimana tersebut di atas (Provinsi 
Gorontalo) dimana Kabupaten Tegal juga mengalami perbedaan 
siklus perencanaan daerah dan pusat, maka dipandang perlu untuk 
mengkaji sinkronisasi RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 
terhadap RPJMN Tahun 2020-2024. 
2. Penelitian dengan judul “Keterkaitan RPJMN Tahun 2015-2019 dan 
RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018” yang disusun 
oleh Siam Khoirul Bahri, Siti Ai’syah, Silvia Rima Palupi dkk. dari 
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol Untidar Magelang (Jurnal 
Mahasiswa Administrasi Negara - e-ISSN: 2614-4220 , Vol. 02 No. 




1) Mengetahui keterkaitan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa 
Tengah; 2) Mengetahui keselarasan atau kesesuaian antara RPJMN 
dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah; 3) Mengetahui upaya yang 
dilakukan agar RPJMD Provinsi Jawa Tengah selaras dengan 
RPJMN. 
Kesimpulan yang  dihasilkan dalam penelitian ini antara lain, bahwa 
sinkronisasi strategi dan arah kebijakan dalam RPJM Nasional pada 
tahun 2015-2019 dengan strategi dan arah kebijakan Provinsi Jawa 
Tengah pada tahun 2013-2018 terletak pada bidang ekonomi, bidang 
sosial, lingkungan hidup dan tata kelola pembangunan secara 
transparan. Dengan sinkronisasi tersebut dapat dilihat bahwa RPJM 
Nasional selaras dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dimana 
dalam pembuatan RPJMD Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada 
RPJM Nasional. 
Jadi penelitian ini hanya menunjukkan letak sinkronisasi RPJMD 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 terhadap RPJMN Tahun 
2015-2019 (khususnya strategi dan arah kebijakan), tanpa 
menjelaskan kebijakan apa saja yang termuat RPJMN tersebut 
beserta implikasinya terhadap kebijakan pemerintah daerah 
(provinsi). 
3. Penelitian dengan judul “Tinjauan Kritis Perencanaan dan 
Penganggaran Pembangunan di Indonesia” yang disusun oleh 




Knowledge Sector Initiative, Kerjasama Kementerian PPN/ 
Bappenas dengan Pemerintah Australia  (2018) melaporkan bahwa 
penelitian ini menemukan bahwa selain diskoneksi perencanaan dan 
penganggaran, ada sejumlah masalah lain yang melingkupi 
perencanaan dan penganggaran di Indonesia, yakni tidak sinerginya 
perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah, tidak 
selarasnya jadwal atau waktu perencanaan pembangunan antara 
pusat dan daerah, dan minimnya bukti dipakai sebagai dasar 
persetujuan program dan anggaran. Meski sebenarnya, bukti telah 
dipakai dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan. 
Untuk mengatasi hal ini, hasil penelitian ini merekomendasikan 
sejumlah solusi untuk bisa diimplementasikan di antaranya dengan 
melakukan sinergi perencanaan dan penganggaran. 
Temuan dan rekomendasi penelitian ini semakin menguatkan 
penulis untuk melakukan penelitian yang mengkaji sinkronisasi 
kebijakan daerah terhadap pusat, khususnya RPJMD terhadap 
RPJMN. 
4. Penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul “Tinjauan 
Yuridis Terhadap Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 
Sebagai Pedoman Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah di 
Kabupaten Mamuju” yang disusun oleh Muhammad Reski Ismail 
dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2017) 




daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 54 
ayat (2). Namun faktanya Perda RPJMD Kabupaten Mamuju 
disusun tanpa berpedoman pada Perda RPJPD Kabupaten dan Perda 
RTRW Kabupaten sebagaimana persyaratan dalam Pasal 54 ayat (2) 
huruf b Permendagri Nomor 54 Tahun 2010,  yaitu dalam 
penyusunan Perda RPJMD Kabupaten berpedoman pada RPJPD 
dan RTRW Kabupaten. Perencanaan yang baik dan benar 
merupakan medium untuk memastikan terwujudnya prinsip 
kepastian hukum. 
Dalam hal ini, skripsi tersebut belum meneliti apakah Perda RPJMD 
Kabupaten  Mamuju memperhatikan  RPJMN sebagaimana diatur 
pula  dalam pasal 54 ayat (2) huruf c Permendagri Nomor 54 Tahun 
2010, yaitu dalam penyusunan Perda RPJMD Kabupaten harus 
memperhatikan RPJMN.  
Dalam kerangka NKRI, maka RPJMD Kabupaten sudah seharusnya 
memperhatikan RPJMN. Sehingga sinkronisasi RPJMD Kabupaten 







F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), 
yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Sumber datanya 
diperoleh melalui penelusuran dokumen. 11  
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
normatif, yaitu meninjau permasalahan hukum secara normatif 
(yang seharusnya menurut hukum yang berlaku).12 Dengan kata lain 
penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (statute 
approach), yakni penelitian dilakukan dengan menelaah Undang-
Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang 
sedang ditangani, mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian 
atara suatu regulasi dengan regulasi lainnya.13 
3. Sumber Data 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari    
bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.14 
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a. Bahan Hukum  Primer  
Sumber bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-
undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 
perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam 
penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah 
sebagai berikut: 
1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional; 
2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah; 
3) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024; 
4) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  
Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum 
yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dalam 
penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi : 
a. Buku-buku teks; 
b. Kamus-kamus hukum; 




4. Metode Pengumpulan Data 
Sesuai pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, 
yaitu pendekatan perUndang-Undangan (statute approach),  maka 
yang harus dilakukan penulis adalah mencari peraturan perundang-
undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut.15 
5. Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan alur 
berpikir induktif. Analisis data kualitatif adalah suatu analisis data 
yang tidak menggunakan angka-angka dan rumus-rumus statistik, 
namun dilakukan melalui  analisis teks,  analisis dokumenter dan 
sebagainya. Alur berpikir induktif yaitu berdasar pada prosedur 
logika yang berawal dari proposisi khusus sebagai hasil pengamatan 
dan berakhir pada suatu kesimpulan hipotesis yang bersifat umum. 
Dalam karya tulis ini, penulis lebih memfokuskan pada kualitatif 
karena penelitian yang akan dilakukan tidak membutuhkan data 
angka atau numerik melainkan membutuhkan data berbentuk narasi. 
 
G. Sistematika Penulisan 
Laporan hasil penelitian (skripsi) ini disusun dalam empat bab 
yang berkesinambungan. Keempat bab tersebut sebagai berikut: 
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Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan pengembangan dari proposal 
skripsi yang menyajikan  latar belakang permasalahan, rumusan 
masalah yang akan dicari jawabannya, tujuan penelitian yang 
merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat, manfaat 
penelitian yang dapat diambil, tinjauan pustaka, metode penelitian yang 
digunakan dan sistematika penulisan. 
Bab II Tinjauan Konseptual. Bab ini menguraikan tentang norma-
norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan 
permasalahan yang diangkat (sinkronisasi penyusunan RPJMD) dengan 
memperhatikan variabel penelitian yang termuat dalam judul. 
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menguraikan data 
hasil penelitian yang telah diolah, dianalisis dan ditafsirkan. Data 
penelitian disusun sesuai urutan permasalahan yang dalam 
pembahasannya dikonstalasikan dengan tujuan konseptual. 
Bab IV Penutup. Bab ini merupakan kristalisasi semua yang telah 
dibahas pada bab-bab sebelumnya dan menjawab rumusan masalah. 








A. Tinjauan Umum tentang Negara Hukum  
Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 3, menyatakan 
bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum.”. Bagian penjelasan 
Umum UUD NRI 1945 tentang sistem pemerintahan Negara 
menerangkan bahwa: Pertama, Indonesia adalah negara yang berdasar 
atas negara hukum (Rechtsstaat). Negara Indonesia berdasar atas hukum 
(Rechtsstaat), tidak berdasar  atas kekuasaan belaka (Machtsstaat). 
Kedua, Sistem Konstitusional, yaitu  Pemerintah berdasar atas sistem 
konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang 
tidak terbatas). 
Dengan demikian, negara hukum adalah sebuah negara yang 
penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas 
hukum. Konsep negara hukum sendiri bersandar pada keyakinan 
bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang 
adil dan baik. Hubungan antara yang diperintah (governed) dan 
memerintah (governor) dijalankan berdasarkan suatu norma 
objektif, bukan pada suatu kekuasaan absolut semata. Norma 
objektif juga harus memenuhi syarat formal dan dapat dipertahankan 
oleh ide hukum. Negara yang berlandaskan hukum menggunakan 
aturan hukum untuk mencapai tujuan kehidupan bernegara.16 
Dengan kata lain, Negara hukum (rechtsstaat) atau the rule of 
law, adalah negara yang setiap tindakannya, berdasarkan pada aturan 
atau sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Jika ada seseorang 
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yang tindakannya melanggar aturan tersebut, maka ia berhak 
mendapatkan hukuman karena dianggap melanggar hukum. Setelah 
meninjau bentuk negara hukum Indonesia yang telah disebutkan pasal 1 
ayat (3) UUD NRI 1945, maka terdapat beberapa ciri yang dapat 
mendeskripsikan mengapa Indonesia termasuk dalam negara hukum:  
Pertama, adanya sistem ketatanegaraan yang mengatur urusan 
kenegaraan secara sistematis. Lembaga yang dibentuk memiliki 
fungsi dan tugas masing-masing untuk menjalankan pemerintahan 
negara tersebut. Di Indonesia, hal ini dapat dilihat dengan adanya 
kelembagaan seperti MPR, DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, 
MA, MK, BPK, dan KY. 
Kedua, negara menjadikan hukum sebagai patokan dalam berbagai 
bidang (supremasi hukum). Ciri negara hukum yang satu ini 
menempatkan hukum dalam tempat tertinggi sebagai alat 
perlindungan bagi rakyatnya. 
Ketiga, adanya perlindungan dan pengakuan HAM. Hak asasi 
manusia merupakan hak yang paling mendasar (fundamental) dan 
bagi para pelanggar HAM dijatuhi hukum yang tegas. 
Keempat, adalah memiliki sistem peradilan yang tidak memihak. 
Peradilan harus berjalan sesuai dengan hukum yang ditentukan dan 
diterapkan sama sehingga tidak berat sebelah antara rakyat dan para 
petinggi negara. 
Kelima, adanya pembagian kekuasaan yang jelas. Pembagian 
kekuasaan ini menjunjung tinggi nilai demokrasi. Dan setiap 
lembaga memiliki tugas dan fungsinya masing-masing (tidak 
tumpang tindih). John Locke membedakan kekuasaan menjadi tiga 
yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 
Keenam, adanya peradilan pidana dan perdata. Peradilan pidana 
mengurus pelanggaran hukum yang menyangkut banyak orang. 
Sedangkan peradilan perdata mengurus pelanggaran hukum yang 
melibatkan perseorangan. 
Ketujuh, adanya legalitas. Legalitas merupakan asas untuk 
mempertahankan kepastian hukum. Asas legalitas digunakan untuk 
melindungi semua kepentingan individu dan memberikan batasan 
wewenang bagi para pejabat negara. 17 
 
                                                             
17 Azhary, Negara Hukum Indonesia: Suatu Analisis Yuridis Normatif Tentang 






B. Tinjauan Umum tentang Otonomi Daerah dan Kewenangannya 
dalam Negara Hukum 
Mahfud MD mengatakan bahwa: 
Dalam perkembangannya, negara hukum tidak hanya sebatas 
sebagai pencipta hukum (menjadikan hukum sebagai patokan dalam 
berbagai bidang) untuk menjaga keamanan dan ketertiban, 
melainkan sudah mulai ikut terlibat dalam meningkatkan 
kesejahteraan umum dari warga negaranya. Berdasarkan pada pola 
pergeseran fungsi dan tugas inilah, maka paham negara hukum 
formal yang dulunya begitu ketat untuk dipertahankan mulai 
mengalami pergeseran dan ditambah, yaitu adanya kewajiban bagi 
negara untuk ikut terlibat dalam membantu meningkatkan 
kesejahteraan umum warganegara. Dari sinilah konsepsi Negara 
hukum formal berikut unsur-unsurnya yang terkandung di dalamnya 
mulai berganti menjadi konsep negara hukum modern atau Negara 
kesejahteraan (welfare state) yang lazim disebut negara hukum 
materiil.18  
Hal ini sejalan dengan Pembukaan UUD NRI 1945 khususnya alinea IV 
yang menyebutkan: “…pemerintahan negara Indonesia untuk 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia…”. 
Menurut Azhary, negara dan hukum merupakan dua buah 
konsep ketatanegaraan yang dapat dibedakan, tetapi tidak dapat 
dipisahkan: 
Negara  merupakan organisasi “otoritas" yang mempersatukan 
masyarakat manusia sebagai bangsa, rakyat, dan warga negara untuk 
mencapai tujuan bersama, memiliki wilayah teritorial dan 
pemerintahan berdaulat, serta mendapatkan pengakuan masyarakat 
internasional. Otoritas negara mengandung arti kewenangan untuk 
mengatur, mengurus dan melaksanakan seluk beluk urusan negara 
guna mencapai tujuannya yang di dalamnya terkandung dimensi-
dimensi kehendak rakyat dan supremasi hukum, sehingga antara 
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negara dengan hukum dapat dikohesifkan ke dalam konsep negara 
Hukum. Oleh karena itu, dalam prespektif hukum perlu adanya 
jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat dan 
jaminan hukum bagi warga Negara dalam sebuah otonomi daerah.19 
Pudjianto menyebutkan bahwa Indonesia membentang luas dari 
Aceh hingga Papua, dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. 
Wilayah daratan Nusantara terdiri dari 17.000 lebih pulau, sehingga 
menjadi negara kepulauan terbesar  di dunia. Sebagian pulau-pulau 
merupakan pulau terpencil sehingga cukup tertinggal. Pemerintahan 
yang berpusat di Jakarta tentu tidak bisa berbuat banyak, 
menjangkau hingga ke ujung. Itu sebabnya, Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI) kemudian dibagi dalam wilayah lebih 
kecil, agar daya jangkau Pemerintahan dan layanan publik lebih bisa 
dirasakan. Sehingga Indonesia kini memiliki 542 daerah otonom.20 
Bagir Manan mengatakan, bentuk pemerintahan daerah otonom 
menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (demikian  juga berbagai undang-undang pemerintahan daerah 
terdahulu) adalah: 
Satu kesatuan pemerintahan teritorial tingkat lebih rendah dari 
satuan pemerintahan pusat yang bebas dan mandiri mengatur dan 
mengurus sebagian fungsi pemerintahan yang menjadi urusan rumah 
tangganya. Hal ini sejalan dengan maksud pasal 18 UUD NRI 1945 
yang hanya mengatur otonomi berdasarkan pembagian teritorial.21  
Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Melalui otonomi 
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daerah masyarakat suatu daerah memperoleh kebebasan dalam 
mengatur dan membangun daerahnya.22   
Pemberian kewenangan yang luas kepada Daerah sudah barang 
tentu memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk mengharmoniskan 
dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan Nasional, 
Pembangunan Daerah maupun pembangunan antar daerah. Hal ini 
menurut Tim Unpar menjadi pertimbangan atas diterbitkannya Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (SPPN).  
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mengatur tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup landasan 
hukum di bidang Perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah 
Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang ini 
ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
adalah satu kesatuan tata cara Perencanaan pembangunan untuk 
menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka 
menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur 
penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan 
melibatkan masyarakat. Proses Perencanaan Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang ini mencakup lima 
pendekatan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang 
ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam 
rencana pembangunan jangka menengah.23 
Otonomi daerah merupakan esensi pelaksanaan pemerintahan 
yang desentralistik, namun dalam perkembangan otonomi daerah, selain 
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mengandung arti membuat perda, juga mencakup Pemerintahan sendiri 
yang dipimpin oleh Kepala Daerah.24  
Berdasarkan pasal 65 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut: 
Pasal 65 ayat (1): 
Kepala Daerah mempunyai tugas: 
a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama 
DPR; 
b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; 
c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD 
dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk 
dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan 
RKPD; 
d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, 
rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan 
Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada 
DPRD untuk dibahas bersama; 
e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat 
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
f. dihapus. 
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Pasal 65 ayat (2): 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kepala daerah berwenang: 
a. mengajukan rancangan Perda; 
b. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah; 
c. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang 
sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; 
d. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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C. Tinjauan Umum tentang Perencanaan Pembangunan Daerah dan 
RPJMD 
Pembukaan UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa tujuan 
nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan 
sosial. Amanat UUD NRI 1945 tersebut pada dasarnya merupakan 
tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan kehidupan 
masyarakat Indonesia yang sejahtera, lahiriah maupun batiniah. Untuk 
mewujudkan hal tersebut, maka pembangunan yang dilaksanakan oleh 
bangsa Indonesia merupakan pembangunan yang berkesinambungan, 
yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. 
Tjahyo Kumolo mengatakan, pembangunan pada prinsipnya 
berkaitan dengan dua pilar utama, yaitu: negara dan rakyat.  
Negara merupakan penyelenggara pembangunan melalui organ 
pemerintahan dan rakyat adalah tujuan sekaligus menjadi subjek 
(partisipatif) di mana pembangunan dilaksanakan. Sebagai motor 
penggerak dan fasilitator, pemerintah harus menguasai tata kelola 
pembangunan agar kebijakan publik yang digulirkan untuk memberi 
nilai tambah akan serangkai dengan makna “esok yang lebih baik”. 
Dengan demikian pembangunan berkorelasi langsung dengan tata 
kehidupan masyarakat yang semakin baik dari waktu ke waktu. Agar 
dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien, pembangunan 
harus direncanakan dengan baik. Perencanaan dalam makna yang 
paling sederhana adalah rumusan tentang apa yang ingin dicapai dan 
bagaimana cara mencapainya. Dengan demikian, perencanaan yang 





aspek keterukuran dan rician tindakan-tindakan yang sistematis dan 
berdimensi waktu untuk mencapai tujuan tersebut.25  
Perencanaan pembangunan diperlukan karena tiga faktor 
berikut: (1) adanya kegagalan mekanisme pasar (market failures); (2) 
ketidakpastian (uncertainty) masa mendatang; dan (3) memberikan arah 
pembangunan yang jelas.26 
Perencanaan pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan untuk 
memilah dan memilih alternatif-alternatif pilihan, kemudian 
menentukan alternatif mana yang paling tepat dalam melakukan suatu 
aktivitas/kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.27   
Perencanaan adalah salah satu fungsi dari seluruh proses 
manajemen untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam Undang-undang 
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional dirumuskan bahwa “Perencanaan adalah suatu proses untuk 
menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan 
dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia”.  
Berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan satu 
kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan 
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rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka 
menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara 
negara  dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.  
Dalam penyusunan SPPN yang berkaitan dengan seluruh elemen 
negara ini perlu diperhatikan tujuan sebagai berikut: 
a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; 
b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik 
antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi 
Pemerintahan ataupun antara pusat dan daerah; 
c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 
d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; 
e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, 
efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.28 
Rencana yang dirumuskan dalam SPPN meliputi 3 (tiga) hal:  
(1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang 
ditetapkan dengan Undang-undang dan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah (Perda); 
(2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), 
yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), 
yang ditetapkan dengan Perda; dan  
(3) Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yang ditetapkan dengan 
Perpres dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang 
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).29 
 
Adapun hubungan antara perencanaan pembangunan dan 
penganggaran dapat dijelaskan sebagaimana gambar 1 sebagai berikut: 
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Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (diolah) 
  





Gambar  di atas menunjukkan bahwa perencanaan dan 
penganggaran pembangunan di daerah tidak terpisah dari perencanaan 
dan penganggaran pembangunan di tingkat nasional: 
RPJMD menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah, 
disusun dengan mengacu pada RPJPD. RPJMD juga wajib 
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN). Dokumen RPJMD memuat arah kebijakan Keuangan 
daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, serta 
program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas perangkat 
daerah, dan program kewilayahan berikut rencana-rencana kerja. 
RPJMD dijadikan acuan untuk mengimplementasikan program dan 
kegiatan setiap tahunnya. Itu sebabnya, kemudian disusun Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dilanjutkan Kebijakan Umum 
Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 
(PPAS) sebagai dasar Penyusunan Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RAPBD tersebut 
merupakan himpunan dari Rencana Kegiatan APBD Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (RKA-SKPD). RAPBD dibahas bersama DPRD 
untuk ditetapkan sebagai APBD.30 
Perencanaan terkait dengan penentuan prioritas tindakan untuk 
mencapai tujuan tertentu, sedangkan penganggaran menggambarkan 
bagaimana alokasi sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan 
tersebut.31 
Adapun pasal-pasal yang terkait dengan pengaturan RPJMD 
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu: 
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Pasal 5 ayat (2) dan (3):  
(2) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan 
program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman 
pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, 
memuat arah kebijakan Keuangan Daerah, strategi 
pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan 
Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat 
Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-
rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka 
pendanaan yang bersifat indikatif. 
(3) RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan 
mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi 
Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan 
pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh 
pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong 
partisipasi masyarakat.  
 
Pasal 14 ayat (2):  
(2)  Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah 
sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah 
ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, 
program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan 
keuangan Daerah. 
 
Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4): 
(3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan 
RenstraSKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 
dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2). 
(4) Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan 
menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dan berpedoman pada RPJP Daerah. 
Selanjutnya berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, pasal 264 ayat (1) dinyatakan bahwa RPJMD 
ditetapkan dengan Perda. 
D. Tinjauan Umum tentang Sinkronisasi Peraturan Perundang-
undangan 
Untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, maka 





ditegaskan dalam pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 yang berbunyi: 
“Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan 
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas 
pembantuan”. Berdasarkan landasan konstitusional yang jelas tersebut, 
maka Peraturan Daerah memiliki kedudukan yang sangat strategis. 
Sebagai instrumen otonomi daerah, Peraturan Daerah merupakan salah 
satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan menjadi bagian dari 
sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila.  
Dalam hal ini Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi, 
yaitu: 
a. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi 
daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam 
UUD NRI 1945 dan Undang-undang tentang Pemerintahan 
Daerah; 
b. Merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, Peraturan Daerah 
tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. 
Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan 
dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; 
c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta 
penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam 
pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 
1945; 
d. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan.32 
Selanjutnya hierarki Peraturan Daerah dalam sistem Peraturan 
perundang-undangan di Indonesia, pada saat ini secara tegas diatur 
dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
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Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyebutkan 
bahwa jenis hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: 
a. UUD NRI 1945; 
b. Ketetapan Majelis Permusyawaran Rakyat; 
c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang; 
d. Peraturan Pemerintah; 
e. Peraturan Presiden; 
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.33 
Terkait materi muatan Peraturan Daerah telah diatur dengan 
jelas dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pasal 14 yang berbunyi: 
“Materi muatan Peraturan Daerah Proinsi dan Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan 
otonomi daerah dan tujuan tugas pembantuan serta menampung kondisi 
khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi”.  
Di era otonomi daerah atau desentralisasi, DPRD dan 
Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam 
penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam praktek, tidak jarang 
terjadi kewenangan tersebut dilaksanakan tidak selaras bahkan 
bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 
(vertikal) atau dengan peraturan perundang-undangan yang sama 
(horizontal).  
                                                             





Oleh karena itu, DPRD dan Kepala Daerah dalam membentuk 
Peraturan Daerah harus selalu memperhatikan asas pembentukan dan 
asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan.34   
Asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut 
sesuai ketentuan pasal 5, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan meliputi: 
a. Kejelasan tujuan; 
b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; 
c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; 
d. Dapat dilaksanakan; 
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; 
f. Kejelasan rumusan; dan  
g. Keterbukaan. 
Selanjutnya asas materi peraturan perundang-undangan tersebut 
sesuai ketentuan pasal 6, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 






f. Bhinneka Tunggal Ika; 
g. Keadilan; 
h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan Pemerintahan; 
i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau 
j. Keseimbangan, keserasian, dan kesetaraan. 
Selanjutnya dalam membentuk Peraturan Daerah terdapat 3 
(tiga) aspek penting yang perlu diperhatikan oleh setiap perancang 
peraturan perundang-undangan, yaitu: “kebijakan daerah tidak boleh 
                                                             





bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 
dan kepentingan umum serta Peraturan Daerah lainnya”.35 
Seiring dengan itu, dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan, termasuk pembentukan Peraturan Daerah, menganut 
beberapa prinsip, yaitu: 
- Lex Superior Derogat Lege Infiori, yang berarti peraturan yang 
lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang 
lebih tinggi; 
- Lex Specialis Derogat Lege Generalis, yang berarti peraturan 
yang khusus mengenyampingkan pertaturan yang umum; 
- Lex Posterior Derogat Lege Priori, yang berarti peraturan yang 
baru mengenyampingkan peraturan yang lama; 
- Non Retroactive, yang berarti peraturan tidak boleh berlaku 
surut.36 
Mengingat tugas pemerintah daerah dalam rangka otonomi 
daerah semakin berat, maka pembentukan Peraturan Daerah 
memerlukan perhatian yang serius. Proses harmonisasi, pembulatan dan 
pemantapan konsep rancangan Perda merupakan hal yang harus 
ditempuh.  
Pengharmonisan merupakan upaya untuk menyelaraskan sesuatu. 
Dalam hal ini, Perda sebagai salah satu jenis peraturan perundang-
undangan yang tersusun secara sistematis dalam suatu hierarki 
maupun dengan asas peraturan perundang-undangan agar tergambar 
dengan jelas dalam pemikiran atau pengertian bahwa Perda 
merupakan bagian integral yang utuh dari keseluruhan sistem 
perundang-undangan. Pengharmonisan dilakukan untuk menjaga 
keselarasan, kebulatan konsepsi peraturan perundang-undangan 
sebagai sistem agar peraturan perundang-undangan berfungsi secara 
efektif. Disamping itu, pengharmonisan peraturan perundang-
undangan sangat strategis fungsinya sebagai upaya preventif untuk 
mencegah adanya pembatalan oleh pemerintah atau pun diajukan 
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permohonan pengujian peraturan perundang-undangan kepada 
Kekuasaan Kehakiman yang kompeten.37  
Di bidang hukum, seringkali ditemukan adanya suatu kondisi 
ketidakharmonisan atau ketidaksinkronan antara satu peraturan 
perundang-undangan  dengan peraturan perundang-undangan lainnya 
baik vertikal maupun horizontal.  
Ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan timbul 
disebabkan antara lain: 
a. Kebijakan antar instansi Pemerintah Pusat yang saling 
bertentangan; 
b. Adanya perbedaan antara kebijakan yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 
c. Adanya rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
kurang tegas atau jelas dan mengandung perbedaan penafsiran; 
d. Adanya benturan antara wewenang antar instansi Pemerintah 
karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.38 
Untuk menjaga agar produk hukum daerah tetap berada dalam 
satu kesatuan sistem hukum nasional adalah dipegangnya prinsip bahwa 
penyelenggaraan pemerintah daerah yang dirumuskan dalam ketentuan 
daerah (Perda, Perkada, dll.) didasarkan atas peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi dan adanya sinkronisasi hukum.39 
Sinkronisasi hukum dalam hal ini adalah penyelarasan dan 
penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait 
dengan peraturan perundangundangan yang telah ada dan yang 
sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari 
kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam 
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produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling 
melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis 
pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi 
muatannya. Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk 
mewujudkan landasan pegaturan suatu bidang tertentu yang dapat 
memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan 
bidang tertentu secara efisien dan efektif.40 
Endang Sumiarni dalam Sayuna berpendapat bahwa sinkronisasi 
melihat kesesuaian atau keselarasan peraturan perundang-undangan 
secara vertikal berdasarkan sistematisasi hukum positif, yaitu antara 
perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih rendah.41  
Sinkronisasi peraturan perundang -undangan sering menimbulkan 
pertentangan mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih 
tepat digunakan untuk kasus tertentu. Oleh karena itu para penegak 
hukum perlu memperhatikan asas-asas berlakunya peraturan 
perundang-undangan. Terkait sinkronisasi peraturan perundang-
undangan terdapat asas lex superiori derogate legi inferiori yang 
menjelaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara peraturan 
perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah, maka 
peraturan perundang-undangan yang lebih rendah itu harus 
disisihkan.42 
Sehingga sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan 
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a. Sinkronisasi Vertikal  
Sinkronisasi Vertikal adalah sinkronisasi peraturan perundang -
undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam 
hierarki yang berbeda. Sinkronisasi Vertikal dilakukan dengan 
melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan 
antara satu dengan yang lain. 
Disamping harus memperhatikan hirarkhi peraturan perundang-
undangan, dalam sinkronisasi vertikal, harus juga diperhatikan 
kronologis tahun dan nomor penetapan peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan. Sinkronisasi secara vertikal 
bertujuan untuk melihat apakah suatu peraturan perundangan-
undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu 
tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya apabila 
dilihat dari sudut vertikal atau hierarki peraturan perundang-
undangan yang ada. 
b. Sinkronisasi Horisontal 
Sinkronisasi Horisontal adalah sinkronisasi peraturan 
perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan 
lain dalam hierarki yang sama. 
Sinkronisasi horisontal dilakukan dengan melihat pada berbagai 
peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur 
bidang yang sama atau terkait. Sinkronisasi horisontal juga 
harus dilakukan secara kronologis, yaitu sesuai dengan urutan 
waktu ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang 
bersangkutan. 
Sinkronisasi secara horisontal bertujuan untuk menggungkap 
kenyataan sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu 
serasi secara horisontal, yaitu mempunyai keserasian antara 
perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang 
sama.43 
Pelaksanaan sinkronisasi dari suatu produk hukum tidak terbatas 
hanya pada saat akan dilakukan pembentukan suatu produk hukum saja 
(legal drafting), namun pelaksanaan sinkronisasi juga dilakukan 
terhadap produk hukum yang telah terbentuk (Existing legal system).44  
                                                             
43 Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 
Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 74. 
44 Sayuna, Inche, Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebankan 
Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau dari Otentisitas Akta Menurut UU No. 2 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Surakarta: 





Sinkronisasi dilakukan karena adanya dinamika hukum atas 
dibentuk atau diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan 
baru sehingga menyebabkan beberapa produk hukum tersebut menjadi 
tidak harmonis atau tidak sinkron dengan peraturan perundang-
undangan yang baru diundangkan tersebut.45 
  
 






 BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 
Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal  
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 
Pemerintahan Daerah, pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa Bappeda 
menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD.  
Oleh karena penyusunan RPJMD dilakukan oleh Bappeda, maka 
penelitian ini disusun dengan lokus pada Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan 
Litbang) Kabupaten Tegal. Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal 
merupakan salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan 
Perda Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal  dan Peraturan Bupati 
Tegal Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten 





Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan 
pengembangan daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Eselon 
II yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 
Berdasarkan peraturan tersebut, Bappeda dan Litbang 
Kabupaten Tegal mempunyai kewenangan sebagai berikut: 
(1) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi: 
 pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka panjang, 
menengah, dan tahunan bidang pemerintahan dan kesejahteraan 
sosial yang meliputi urusan pendidikan; kesehatan; ketentraman, 
ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; sosial; tenaga 
kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan 
masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga 
berencana; komunikasi dan informatika; kepemudaan dan 
olahraga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan dan 
kearsipan; transmigrasi; 
 pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka panjang, 
menengah dan tahunan bidang perekonomian dan 
pengembangan infrastruktur yang meliputi urusan pekerjaan 
umum dan penataan ruang;pertanahan; perumahan rakyat dan 
kawasan permukiman; pangan; lingkungan hidup; perhubungan; 





perikanan, pariwisata; pertanian; perdagangan dan 
perindustrian; 
 pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka panjang, 
menengah dan tahunan fungsi penunjang urusan Pemerintahan 
seperti Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Inspektorat dan 
Badan yang mengampu fungsi perencanaan; keuangan; 
kepegawaian dan diklat; litbang dan fungsi lain sesuai Peraturan 
Perundangan-undangan. 
(2) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang 
meliputi: 
1) pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah jangka 
panjang dan jangka menengah daerah; 
2) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah 
tahunan. 
(3) Pelaksanaan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah yang 
meliputi: 
1) pelaksanaan evaluasi renncana pembangunan daerah jangka 
panjang dan menengah; 
2) pelaksanaan evaluasi rencana pembangunan daerah tahunan; 
3) pelaporan hasil evaluasi rencana pembangunan jangka 
menengah dan tahunan. 
(4) Pelaksanaan perumusan rencana, pelaksanaan dan evaluasi 





perekayasaan, pengoperasian dan evaluasi) sebagai bahan 
Perencanaan pembangunan daerah; 
(5) Pelaksanaan perumusan kebijakan dan pemanfaatan pengelolaan 
data dan informasi perencanaan pembangunan sebagai bahan 
Perencanaan pembangunan daerah; 
(6) Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi tata ruang 
wilayah daerah; 
(7) Menyelenggarakan kesekretariatan/ ketatausahaan Badan. 
Selanjutnya untuk mengemban kewenangan tersebut,  Bappeda 
dan Litbang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam 
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas 
otonomi dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan 
daerah, kelitbangan dan informasi perencanaan pembangunan. 
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan mempunyai 
fungsi: 
a. Penetapan rencana kerja; 
b. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, 
kelitbangan, dan informasi perencanaan pembangunan; 
c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan 






d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang 
perencanaan pembangunan daerah, kelitbangan, dan informasi 
perencanaan pembangunan; 
e. Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang 
perencanaan pembangunan daerah, kelitbangan, dan informasi 
perencanaan pembangunan; 
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Perencanaan 
pembangunan daerah, kelitbangan, dan informasi Perencanaan 
pembangunan; 
g. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perencanaan 
pembangunan daerah, kelitbangan, dan informasi Perencanaan 
pembangunan; 
h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang 
perencanaan pembangunan daerah, kelitbangan, dan informasi 
perencanaan pembangunan. 
Selanjutnya dari tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di 
atas, maka terdapat uraian tugas sebagai berikut: 
a.  Merumuskan dan menetapkan perencanaan Badan berdasarkan 
Peraturan Perundang-Undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun 
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
b. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan 





bidang perencanaan pembangunan daerah, kelitbangan dan 
informasi perencanaan pembangunan;  
c. Merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang 
perencanaan pembangunan daerah, kelitbangan dan informasi 
perencanaan pembangunan; 
d. Menelaah dan mengkaji peraturan Perundang-Undangan di bidang 
perencanaan pembangunan daerah, kelitbangan dan informasi 
perencanaan pembangunan sebagai bahan perumusan kebijakan 
teknis serta pedoman pelaksanaan tugas; 
e. Membina dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan tugas di 
bidang perencanaan pembangunan daerah kelitbangan dan informasi 
perencanaan pembangunan sesuai peraturan perundangundangan 
agar kinerja Badan mencapai target yang ditetapkan;  
f. Menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi dan inovasi di bidang 
perencanaan pembangunan daerah, kelitbangan dan informasi 
perencanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan guna 
peningkatan kualitas kerja; 
g. Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam 
penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan 
daerah, kelitbangan dan informasi perencanaan pembangunan agar 





h. Mengoordinasikan penyusunan, penetapan, pengendalian dan 
pengawasan di bidang perencanaan pembangunan daerah, 
kelitbangan dan informasi perencanaan pembangunan; 
i. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan di bidang Perencanaan 
pembangunan daerah, kelitbangan dan informasi Perencanaan 
pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan 
pihak lain agar terjalin sinkronisasi program kegiatan; 
j. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan data di bidang 
perencanaan pembangunan daerah, kelitbangan dan informasi 
perencanaan pembangunan agar diperoleh efektivitas dan efisiensi 
pelaksanaan kegiatan; 
k. Membina pengelolaan kesekretariatan/ketatausahaan Badan; 
l. Membina pengelolaan aset Badan; 
m. Menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang 
berhubungan dengan bidang perencanaan pembangunan daerah, 
kelitbangan dan informasi perencanaan pembangunan; 
n. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 
berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing; 
o. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna 
meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan; 
p. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di 
bidang perencanaan pembangunan daerah, kelitbangan dan 





q. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 
dengan Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku. 
Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal dalam menjalankan 
kewenangan, tugas pokok dan fungsi tersebut, mempunyai struktur 
Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut: 
a. Kepala 
b. Sekretariat, terdiri dari: 
1) Subbag Perencanaan Keuangan; 
2) Subbag Umum dan Kepegawaian. 
c. Bidang Bidang Perencanaan dan Penganggaran Program, terdiri dari 
2 (dua) Subbidang, yaitu: 
1) Subbidang Perencanaan Program; 
2) Subbidang Penganggaran Program. 
d. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari dua 
Subbidang, yaitu: 
1) Subbidang Pemerintahan; 
2) Subbidang Kesejahteraan Sosial. 
e. Bidang Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur, terdiri dari 
dua Subbidang, yaitu: 
1) Subbidang Perekonomian; 
2) Subbidang Pengembangan Infrastruktur. 






1) Subbidang Pengendalian; dan 
2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan. 
g. Bidang Kelitbangan, terdiri dari dua Subbidang, yaitu : 
1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan; dan 
2) Subbidang Inovasi dan Peningkatan Kapasitas Kelitbangan. 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
Adapun Bagan Struktur Organisasi Bappeda dan Litbang Kab. 








Sumber: Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah 
Kabupaten Tegal 
 





B. Pengaturan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019 - 2024 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 merupakan 
tindaklanjut dari amanat pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa paling 
lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik, maka Perda 
tentang RPJMD harus ditetapkan. 
Dalam mekanisme penyusunan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 
2019-2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 






RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan 
Perda Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 pada tanggal 5 Juli 2019 
dan diundangkan pada Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 
Nomor 3. RPJMD tersebut  merupakan penjabaran dari visi, misi, dan 
program Bupati dan Wakil Bupati Tegal hasil Pemilihan Umum Kepala 
Daerah Tahun 2018. RPJMD berpedoman pada RPJPD, RTRW 
Kabupaten dan memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan RTRW 
pemerintah kabupaten/kota sekitarnya. 
Hubungan RPJMN dengan RPJMD dalam proses penyusunan 
RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024 dapat digambarkan secara 
skematis dalam Proses Perencanaan (berpedoman pada UU Nomor 25 
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) dan 
Penganggaran (berpedoman pada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang 







Sumber:  UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara  





Gambar di atas dapat dijelaskan bahwa, RPJM Nasional 
merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang 
penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi 
pembangunan Nasional, kebijakan umum, program 
Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan 
dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup 
gambaran Perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan 
fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka 
pendanaan yang bersifat indikatif. 
Selanjutnya RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 
periode 5 (lima) tahun. Pasal 263 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah menerangkan bahwa RPJPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, 
arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang 
untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada 
RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Sedangkan pada pasal 263 ayat 
(3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,  bahwa 
RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala 
daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, 
pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat 
Daerah (PD) dan lintas PD yang disertai dengan kerangka pendanaan 
bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun 





Periode 2015-2019 merupakan tahap ketiga dalam RPJPN 2005-
2025 yang dituangkan dalam RPJMN 2015-2019. Bertepatan dengan ini 
juga, Indonesia memiliki presiden baru dan kemudian memiliki rumusan 
kerja untuk masa kerjanya yang tertuang dalam Nawa Cita. RPJP 
Nasional digunakan selama 20 tahun dan diterjemahkan oleh 
kementerian atau lembaga terkait hingga ketingkat daerah. RPJP 
kemudian dibagi menjadi RPJM baik nasional, tingkat pusat/kemeterian 
atau lembaga, hinggga ke daerah. RPJMN pada tingkat kementerian atau 
lembaga juga diterjemahkan sebagai rencana strategis atau Renstra 
kementerian/ lembaga. Renstra kementerian atau lembaga inilah yang 
pada tingkat daerah diterjemahkan masing-masing oleh PD dalam 
bentuk Rencana Strategis (Renstra) PD. 
Berikut tahapan RPJPN Indonesia tahun 2005-2025 
sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-
2025 yang digunakan sebagai acuan pembangunan diseluruh 






Sumber: UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 





Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan dalam RPJMN 
ke-3 (2015-2019) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan 
secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada 
pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan 
keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas 
serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus 
meningkat. 
Perda Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019  tentang RPJMD 
Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, pasal 4 menyebutkan bahwa 
RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun 
Renstra Perangkat Daerah dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku 
kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan 
selama kurun waktu Tahun 2019-2024. Hal ini seiring dengan pasal 6 
Perda tersebut yang menyebutkan bahwa RPJMD dilaksanakan oleh 
Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.  
Penjelasan Perda Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019  
tentang RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 menyatakan bahwa  
hakikatnya perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian 
integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan 
nasional dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritasnya 
sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN dengan tujuan untuk   gambaran 
mengenai wujud masa depan yang diinginkan dalam kurun waktu lima 





diterjemahkan secara konkrit, spesifik, dan operasional menjadi rencana 
tahunan. Selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, 
pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil-hasil 
pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar 
masyarakat lebih sejahtera. 
Demikian penting RPJMD sebagaimana tersebut, maka Bupati 
memandang perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD. 
Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud meliputi:   
1) Kebijakan Perencanaan RPJMD; 
2) Pelaksanaan RPJMD; dan  
3) Hasil RPJMD. Adapun pelaksanaan pengendalian dan evaluasi 
sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh Bappeda dan 
Litbang Kabupaten Tegal.46 
Sebagai konsekuensi dari hal tersebut di atas, jika hasil 
pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang 
dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan   dan 
terjadi perubahan yang mendasar, maka dapat dilakukan perubahan 
RPJMD.  
Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud, meliputi 
terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik 
sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan 
kebijakan nasional.47 
 
                                                             
46 Perda Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Tegal 
Tahun 2019-2024, pasal 8 ayat (4). 





C. Sinkronisasi RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 terhadap 
Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 
Perda Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD 
Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 disusun dengan berpedoman pada 
Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Selanjutnya dalam 
kurun waktu perjalanan implementasi Perda tersebut terjadi perubahan 
yang mendasar berupa perubahan kebijakan nasional, yaitu dengan 
berlakunya Perpres Nomor 18 Tahun 2019 tentang RPJMN 2020-2024 
sejak diundangkan 20 Januari 2020.  
Pasal 2 ayat (3) huruf b Perpres tersebut menegaskan bahwa 
RPJMN berfungsi sebagai bahan penyusunan dan penyesuaian RPJMD 
dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam 
mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJMN.48 
Gambar 4 (halaman 53) menunjukkan bahwa RPJMN Tahun 
2015-2019 merupakan Tahap III  dan RPJMN Tahun 2020-2025 
merupakan Tahap IV dari empat tahapan implementasi RPJPN Tahun 
2005-2025. Arah kebijakan RPJMN Tahap III sudah barang tentu 
berbeda dengan RPJMN Tahap IV. Arah kebijakan RPJMN Tahun 
2015-2019 adalah “Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di 
berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif 
perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber 
                                                             






daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus 
meningkat”. Sedangkan Arah Kebijakan RPJMN Tahun 2020-2025 
adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, 
dan makmur melalui percepatan pembangunan berbagai bidang dengan 
menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh 
berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung 
oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. 
Adapun persandingan Fokus Pembangunan antara RPJMN 
Tahun 2015-201949 dibandingkan RPJMN Tahun 2020-202550 dapat 
disarikan sebagai berikut: 
 
Tabel 1. Fokus Pembangunan RPJMN Tahun 2015-2019 dan 
RPJMN 2020-2025 
 
                                                             
49 Kementerian PPN/Bapenas, Buku I: Agenda Pembangunan Nasional – Lampiran 
Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019, Jakarta: 2015, hlm. 3-
15. 
50 Kementerian PPN/Bapenas, Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional Tahun 2020-2025 – Lampiran I Perpres Nomor 18 Tahun 2019 tentang RPJMN 





















Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat penyempurnaan 
Fokus Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2025 dibandingkan RPJM 
Tahun 2015-2019. Pada RPJMN Tahun 2015-2019 pembangunan 
difokuskan pada 3 (tiga) hal, yaitu insfrastruktur, SDM, dan deregulasi 
ekonomi. Kemudian pada RPJMN Tahun 2020-2024 disempurnakan 
dengan menambahkan 2 (dua) lagi fokus pembangunan, yaitu 
penyederhanaan regulasi dan penyederhaan birokrasi. 
Strategi Penyederhanaan regulasi dilakukan melalui 
omnibus law, yaitu penggabungan beberapa peraturan yang terkait 
dalam satu peraturan dengan tujuan untuk mengurangi tumpang tindih 
dan menghasilkan regulasi yang berorentasi tujuan dengan 
mengutamakan kualitas.  
Penyederhaan birokrasi dilakukan melalui penyederhaan 
prosedur, penyelenggaraan e-government, serta reformasi birokrasi 
pelayanan publik. Penyederhanaan birokrasi tersebut dilakukan untuk 
mendukung investasi, memangkas prosedur birokrasi yang panjang, 
serta menyederhanakan eselonisasi.51 
Karena RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 dalam 
penyusunannya berpedoman pada RPJMN Tahun 2015-2019, maka 2 
(dua) fokus terakhir yang terdapat pada RPJMN Tahun 2020-2025 
belum dimuat dalam kebijakan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-
2024, Penyederhanaan Regulasi dan Penyederhanaan Birokrasi. 






Sehingga terdapat ketidak-sinkronan antara RPJMD Kabupaten Tegal 
Tahun 2019-2024 terhadap RPJMN Tahun 2020-2025.  
Ketidaksinkronan antara RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-
2024 terhadap RPJMN Tahun 2020-2025 tersebut terjadi karena tidak 
selarasnya siklus perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah. 
RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 merupakan tindaklanjut 
dari Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2018, sedangkan RPJMN 
Tahun 2020-2025 merupakan tindaklanjut dari Pemilihan Umum 
Presiden Tahun 2019. Hal tersebut merupakan salah satu dari 6 (enam) 
faktor yang menyebabkan disharmoni sebagai berikut: 
a. Pembentukan dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering 
dalam kurun waktu yang berbeda; 
b. Pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang 
undangan berganti-ganti baik karena dibatasi oleh masa jabatan, 
alih tugas atau penggantian; 
c. Pendekatan sektoral dalam pembentukan  peraturan perundang 
-undangan lebih kuat dibanding pendekatan sistem; 
d. Lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan 
perundang-undangan yang melibatkan berbagai instansi dan 
disiplin hukum; 
e. Akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses 
pembentukan peraturan perundang-undangan masih terbatas; 
f. Belum mantapnya cara dan metode yang pasti, baku dan standar 
yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat 
peraturan perundang-undangan.52  
Adapun ketidaksinkronan atau disharmoni peraturan perundang-
undangan tersebut mengakibatkan: 
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a. Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya; 
b. Timbulnya ketidakpastian hukum; 
c. Peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif 
dan efisien; 
d. Disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi 
memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, 
pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana 
perubahan sosial secara tertib dan teratur. 53 
Sebagai konsekuensinya RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-
2024 perlu dilakukan harmonisasi atau sinkronisasi terhadap RPJMN 
Tahun 2020-2025. Sinkronisasi RPJMD terhadap RPJMN pada 
hakikatnya telah diamanatkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 263 ayat (3) yang 
menyebutkan bahwa: “RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala 
daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, 
pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat 
Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka 
pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang 
disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN”.  
Sinkronisasi yang lazim dilaksanakan adalah pada tahap 
penyusunan Raperda. Sedangkan sinkronisasi untuk Perda yang sudah 
pada tahap implementasi (sudah ditetapkan), sampai saat ini belum 
terdapat pedoman ataupun petunjuk teknis yang diterbitkan oleh 
pemerintah. Namun demikian terdapat mekanisme pengendalian dan 






evaluasi pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan, yang menjadi tindaklanjut upaya sinkronisasi RPJMD 
terhadap RPJMN. 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, pasal 275 menyebutkan bahwa: “Pengendalian dan evaluasi 
pembangunan Daerah meliputi: a. pengendalian terhadap perumusan 
kebijakan Perencanaan pembangunan Daerah; b. pelaksanaan rencana 
pembangunan Daerah; dan c. evaluasi terhadap hasil rencana 
pembangunan Daerah”. Seiring dengan itu, Perda Kabupaten Tegal 
Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2019-2024, bab III 
(Pengendalian dan Evaluasi) pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (5) 
menyebutkan bahwa: 
(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 
RPJMD. 
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
a. Kebijakan perencanaan RPJMD; 
b. Pelaksanaan RPJMD. 
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Kebijakan perencanaan RPJMD; 
b. Pelaksanaan RPJMD; dan 
c. Hasil RPJMD. 
(4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal. 
(5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Kepala Bappeda 
Kabupaten Tegal dapat melakukan evaluasi atas Kebijakan Perencanaan 





baru (RPJMN Tahun 2020-2025) sebagai pedoman Perencanaan 
pembangunan.  
Antara RPJMN Tahun 2015-2019 dengan RPJMN Tahun 2020-
2024 terdapat perubahan yang mendasar terkait arah kebijakan dan 
penambahan fokus pembangunan (penyederhanaan regulasi dan 
penyederhaan birokrasi).54  
Oleh karena itu sinkronisasi terhadap Perpres Nomor 18 Tahun 
2019 tentang RPJMN Tahun 2020-2025 berdampak pada perubahan 
atas Perda Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD 
Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Hal ini dapat terjadi berdasarkan 
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, pasal 342 ayat (1) huruf c yang menyebutkan bahwa: 
“Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila: terjadi 
perubahan yang mendasar”. Selanjutnya pada ayat (3) menjelaskan 
bahwa : “Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, 
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krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran 
Daerah, atau perubahan kebijakan nasional”. 
Dalam hal mekanisme perubahan RPJMD, Permengadri Nomor 
86 Tahun 2017, pasal 344 menyebutkan bahwa: “Tahapan penyusunan 
RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai 
dengan Pasal 70 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan 






P E N U T U P 
 
A. Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 
diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 
1. RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan 
Perda Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019, disusun dengan 
berpedoman pada RPJMN Tahun 2015-2019. Dalam kurun waktu 
implementasi Perda tersebut, terdapat penetapan RPJMN Tahun 
2020-2025 melalui Perpres Nomor 18 Tahun 2019 sebagai 
pengganti dan tahap lebih lanjut dari RPJMN Tahun 2015-2019, 
dengan perubahan arah kebijakan pembangunan dan penambahan 
fokus pembangunan. Sehingga terdapat ketidak-sinkronan antara 
RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 dengan RPJMN Tahun 
2020-2025; 
2. Oleh karena itu sesuai prinsip Lex Superior Derogat Lege Infiori  
dan Lex Posterior Derogat Lege Priori, Pemerintah Kabupaten 
Tegal dipandang perlu melakukan sinkronisasi RPJMD Kabupaten 








Memperhatikan simpulan sebagaimana tersebut di atas, maka 
penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut: 
1. Pemerintah Kabupaten Tegal perlu segera melakukan sinkronisasi 
Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Tegal 
Tahun 2019-2024 terhadap Perpres Nomor 18 Tahun 2019 tentang 
RPJMN Tahun 2020-2025; 
2. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD perlu dilakukan 
oleh Pemerintah Kabupaten Tegal sebagai langkah awal dan pijakan 
pertimbangan sinkronisasi RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-
2024 terhadap RPJMN Tahun 2020-2025 terutama terkait dengan 
penambahan 2 (dua) fokus pembangunan yang belum ada pada 
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